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BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Menimbang :

a.

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAK

KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Kepala Daerah wajib mengajukan
Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasa dan
Dokumen - dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai
dengan waktu vang ditentukan oleh Ketentuan Peraturan
Perundang -undangan untuk memperoleh persetujuan
bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2015 vang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD
serta prioritas dan plafon anggeran yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada
tanggal delapan belas bulan Nopember Tahun 2014;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2015;



Mengingat
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Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1998 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat I Toba Samosir
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3794);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400j};

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421});
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049;

9. Undang-undang ...... /3



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); '

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Pelayanan Standar
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4385);

16. Peraturan .............. =



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistim
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51635);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daecrah Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008
Nomor 6 Seri E Nomor 4});

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2014;

23. Peraturan ............... =



25. Peraruran Daeran Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun
2014 rentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2014,

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAR PERWAKILAW RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

dan
BUPATI TOBA SAMOSIR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai
berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp 788.672.798.182,00
2. Belanja Daerah Rp 805.672.798.182,00
Surplus/{Defisit) Rp (17.000.000.000,00)

3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp 18.000.000.000,00
b. Pengeluaran Rp 1.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp 17.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 34.197.975.019,00

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 590.567.926.067,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 163.906.897.096,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari Jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp 11.698.366.599,00

b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp 6.107.048.420,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah

Rp 2.100.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan  Asli Daerah Yang Sah sejumlah

Rp 14.292.560.000,00

(3) Dana Perimbangan ../ ¢
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jenis  pendapatan :

a.

b.

C.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah
Rp 19.856.124.067,00

Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 506.843.572.000,00

Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 63.868.230.000,00

{4} Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat

{1} huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :

a.
b.

C.

S

(1)

Hibah sejumlah Rp 0,00

Dana Darurat sejumliah Rp 0,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
sejumlah Rp 45.375.322.360,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
Rp 100.676.060.000,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
sejumlah Rp 00,00

Pendapatan Lainnya Rp 1.056.802.000,00

Dana Desa Rp. 16.798.712.736,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 516.442.557.932,00

b. Belanja Langsung sejumlah Rp 289.230.240.250,00

(2} Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis belanja :

-0 o0 op

£.

Belanja Pegawai sejumlah Rp 458.631.192.596,00

Belanja Bunga sejumlah Rp 0,00

Belanja Subsidi sejumlah Rp 0,00

Belanja Hibah sejumlah Rp 26.325.642.600,00

Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 300.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 28.185.722.736,00
Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 25.021.773.596,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 131.350.903.207,00
c. Belanja Modal sejumlah Rp 132.857.563.447,00

Pasald ...cooovvivviiiiniannn.
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Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp 18.000.000.000,00
0. Pengeluaran sejumlah Rp 1.000.000.000,00

(2)

(3)

(*)

Penerimaan sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

a.

Moa oo 0T

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
sejumlah Rp 18.000.000.000,00

Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah sejumiah Rp 0,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0,00

Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b terdiri dari

jenis pembiayaan :

a.
b.

o

Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah  Daerah  sejumlah

Rp 1.000.0606.6G0,00
Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0,00
Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00

Pasal §

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya

diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.

bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,

tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk

keperluan mendesak.

(4) Kriteria cooveeeevennne. /8



(41 Kriteria belanja untuk Keperluan mendesax sebagaimana dimaksud pada

avat (3) mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan

masyarakat

(5) Pendanaan keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan (3) menggunakan belanja tidak terduga.
(6) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan

cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja

program dan Kkegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;

dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I

Lampiran Il

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, dan kegiatan,

Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan negara;

Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

Lampiran VII Daftar piutang daerah;

Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap

daerah;
Lampiran X ..........ooe. /9



Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Lampiran X{ Daftar kegiatari-kegiatan tahun anggaran sebelumnya vang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

Lampiran XlI Daftar dana cadangan daerah ; dan

Lampiran XIII Paftar pinjaman daerah.

Pasal 7
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan

Bupati.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba

Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 19 Desember 2014

BUPATI TOBA SAMOSIR
Cap/dto

PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK

Diundangkan di Balige
Pada tanggal 49 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Cap/ dto
AUDI MURPHY O. SITORUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2014 NOMOR&

Salinan sesuai dengan aslinya

YUKMAN J. SIAGIAN
MP. 19750804 200502 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (4/2014)



